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GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

N@MOR 3 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOM@R 64

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan

Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan
Peraturan Gubemur Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasa;'kan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) huruf d

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belarija Daerah Tahun Anggaran 2021 dan
Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tanggal 8
Februari 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran
Transfer ke Dakrah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19, perlu
diadakan Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubemur ®entang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. UndangUndang Nomor 25 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 70, fI‘ambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1814};



10.

I

- Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indenesia Nomor 4286);

Undang-Und#ng Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharsan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan ' Keuangan antara Pewmerintah Pusat dan
Pemerintahan Baerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Baerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undzing Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indinesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagfimana telah diubah dengan Peraturan
Pemcrintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang PengElolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbéngan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 45795);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Repu?lik Indonesia Nomor 6041});

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Ne?ara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemenntah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan @ Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Peridapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indenesia Tahun 2011 Nomor 5295);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan I[nvestasi Pemerintah
Daerah (Beri%a Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754); |
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23.

24.
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26.
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)
Peraturan Ménteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggunggawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Ménteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indenesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negata Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor €03-4875 Tahun
2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur
Sumatera Selatan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Dzerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5
Tahun 2010 ientang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah {Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E})
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Nomor S Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok ' Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanija
Daerah Tahun Anggaran 2021 {Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 14).

Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 64 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sum}atera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
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3. Gubernur adalah Gubernur Sif)matera Selatan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daérah yang selanjutnya disingkat DPR® adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Dagrah Provinsi Sumatera Selatan.

S. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.

6. Pengelolaan Keuangan Baerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

7. Pedoman penyusunan APBD édalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan
arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan
penetapan APBD.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada Instans. Pemerintah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 §sernula sebesar Rp 10.831.506.013.693,00
(sepuluh triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar lima ratus enam juta tiga
belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar
Rp 236.596.489.734,97 (dua ratus tiga puluh enam miliar lima ratus sembilan
puluh enam juta empat ratus délapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga
puluh empat rupiah sembilan puluh tujuh sen) sehingga menjadi
Rp 11.088.102.503.427,37 (sebelds triliun enam puluh delapan miliar seratus
dua juta lima ratus tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan
puluh tujuh sen} dengan rincian sebagai berikut :

i. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp 10.205.021.421.649,00

b. Bertambah/(Berkurang) Rp (52.452.356.000,00}

Jumlah Pendapatan D h Setelah

SRR Rp 10.152.569.065.649,00
Perubahan

o

Belanja Daerah

a. Semula Rp 10.729.096.013.693,00
b. Bertambah/(Berkurang) Rp  236.596.489.734,97
) 1
Jumlah Belanja Daerah Setelah Rp 10.965.692.503 428,00
Perubahan

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp 626.484.592.044,00

2) Bertambah/{Berkurang} Rp 289.048.845.734,97

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Daerah Setelah Perubahan Rp 915.533.437.778,97
b. Pengeluaran Pembiayaan

1} Semula Rp 102.410.000.000,00

2} Bertambah/(Berkurang) Rp -

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Naerah Setelah Perhahan

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah

Perubahapn.
Sisa  Lebih Fembrayaan Anggaran

Setelah Perubahan Rp

Rp 102.410.000.000,00

Rp 213.123.437.778,97
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Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tercantum dalam Lampiran yang§ merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan ini terdiri dari:

1.

10.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran Vi

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objck Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan;
|

Penjabaralf APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jcnis, Objek, rincian Objek Pendapatan,

Belanja, dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran
Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran

]
Bantuan Sesial;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penetima dan Besaran

Bantuan Kéuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran

Belanja Bagi Hasil;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut urusan
Pemerintalican Dacrah, Organisasi, Program Kesiatan,
Sub Kegia?an, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Mimyak Bumi dan
Pertambanigan Gas Alam/Tambahan DBH- Minyak dan
Gas Bumi Menurut urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja

dan Pcmbiéiyaan;

Rincian Dana Tambahan infrassuktur Menurut urusan
Pemerintalian Daerah, Organisasi, Program Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objck dan Rincian
Objek Pen?apatan, Belanja dan Pembiayaan;

Singkronisisi Kebijjakan Pemerintah Provinsi pada
Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Tentang Henjabaran APBD dengan Program Prioritas

Perbatasan Negara,
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Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur
ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi

Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 februat 2021
. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 122 febrvan 2021
SEKRETARIS DAERAH
'PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR. 3



